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ABSTRAK 

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut perkara tindak 

pidana pencucian uang memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No.8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( PP TPPU). 

Namun dalam pasal 74 PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada 

KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana 

asalnya adalah tindak pidana korupsi. Tidak adanya aturan hukum yang jelas membuat 

kesulitan tersendiri bagi KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang.  

Penulis akan melakukan penelitian tentang kewenangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan 

mengindentifikasi masalah tentang bagaimana dasar hukum kewenangan KPK dalam 

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan apa saja hambatannya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data  yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dasar hukum tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan untuk mengetahui apa 

saja yang menjadi hambatannya.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

yang tidak mempunyai kewenangan secara eksplisit membuatnya hanya berhak untuk 

menyidik saja dan tidak berhak untuk melakukan penuntutan. Hal ini sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 tentang PP TPPU dan pendapat beberapa pakar 

hukum di Indonesia. Hambatan atau kesulitan yang dialami KPK dalam hal menuntut 

tindak pidana pencucian uang antara lain adalah kriminalisasi terhadap anggota, 

pengurangan tenaga penyidik, pengurangan hukuman lewat remisi dan pembebasan 

bersyarat, dilarangnya metode penyadapan dan lainnya. 

 

Kata kunci: KPK, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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